
ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DITINJAU DARI
FIQIH MU'AMALAH

(Studi Terhadap Undang-Undang RI No. t3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Berdasar pada fitrat{ rnarusia sebagai makhluk sosiaf datrarn proses
pemenuhan kebuttrhamya tidaklah lepas dari perEman dan kerja *-u d"r.g*
manusia lain. Fenomena ini menimbulkan hubungan kedua UeUfr pihak yang
berujung pada proses mutualisme dimana kedua belah pihak merasa aiuntungtan.
Tarnpaknya dalam proses mutualisme itulah timbul kesepakatan antara kedua belah
pihak (majikan dengan buruh; sayyid dengan amaq bos dengan karyawan, dll)-
Sebagai landasan hckum, dalar,r oprasior,r*lnya Undmrg-Undang rro. 13 thr 20O3 telah
mengatur hubrmgan kerja tersebut. Ir[amtm di sisi lain, Islam sebagai 4gmxa yang
rahmatan }il 'alamin dan huktmrnya bersifat transcendental, jatrhJauh-hari telah
mengisyaratkan hal yang sama. Oleh karena itu, hukum Islam (fiqh) slbagai landasan
transcendent perlu meninjau ulang kesesuaiaan dan sinergisitas hukum positif
tcrsebut-

Penelitian ini bertujuan untuk mengetdui tinjauan HuIilm Fiqh Mua'amalhh
didalarn meninjau sistem pengupahan di trrdonesia yarrg a;ut** oleh G*J
No l3 Tahun 20A3.

Penelitian ini menggunakan metode Library Research, yaitu berupa penelitian
dengan melalui penelusuran buku-buku yang ada di perpustak*o, yurg dikenal
dmgm sebutam Riwt Perpustakaarl- Risct Perpustakaan ata; Libr,ary ReseJrh, yaite
m*u penelitian yang ktrj'uan tmttrk nrerywnpulkat data&a dar irfommasi 

"e"_*hmtuan ber,bagai rll:rsculr D*ateri yarrgt*dapatdi rua+g perpustakmn
Hasil pengolahan data membuktikan bahwa sistem pengupahan terfiga kerja

di Indonesia menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, aa*an setiap-pekeda
il*u tnrruh beftak memperotreh penghasilur yang rnemu,ruhi per,rghidrlph yffir! hyak
@i kmanusiaan, karena itu pemerintah' menetrykan keftijak.au pugupffi y*g
netidungi pekerje, yarry rneliputi upah mininntrm, upah kerja lmbuq^tryah tidak
masuk kerja karena berhalangan, , upah karena menjalankan hak waktu istirahat
kerjanyq dan sebagainya. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan
kputuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas perttrmbuhff.rctmi-

Menurut Islarn ketentuar.l upah b4tr tenaga kerja atau pekerj,a, sclain adanya
penemuan upafu nninimtrm, selayaknya penenhun juga ber,dastrkm perhitungan
IST4* hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan.
Selain itq ketentuan upah juga harus jelas (ditentukar/disebutkan) r"t"t*rip"t.4u
t€rsebut melaksanakan pekerjaannya-


